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PERATURAN DESA WIAU LAPI
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA DESA WIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan

Mengingat

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) yang memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatn, dan pemberdayaan
masyarakat desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Wuwuk
Tahun 2021;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



Slep.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1965);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun 2019 Nomor 3 seri E);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI
dan

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA WIAU LAPI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022



.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat

istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan

kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
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12.

13.

14.

15.

16.
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Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai

tujuan pembangunan desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di
desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijjakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi

serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
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Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau pcrolchan hak lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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BAB [I
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Wiau Lapi Tahun 2022 disusun dengan

(2)

sistematika sebagai berikut:

a. BAB 1

b. BABII

c. BABIII
d. BAB IV

d. BAB IV

LAMPIRAN :

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dasar Hukum
Tujuan dan Manfaat

Visi — Misi Desa

=Ll < B

Mekanisme Penyusunan RKP Desa
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
1. Kebijakan Pendapatan Desa
2. Kebijakan Belanja Desa
3. Kebijakan Pembiayaan Desa
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2022
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa Tahun 2022;
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten; dan
4. pelaksana kegiatan Desa
PENUTUP
1. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022
2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa

Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan II Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan

bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
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Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman

bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4
Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukan dalam
APBDesa Tahun anggaran 2022.

Pasal 5
Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif
dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan dan pengguna angaran lainnya dengan
penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Hukum Tua.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa Wiau Lapi

Ditetapkan di Desa Wiau Lapi
Pada Tanggal }@ September 2021

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,

CHRISTIAN D. W KARAMOY, SE

Diundangkan di Desa Wiau Lapi
Pada tanggal September 2021

SEKRETARIS DESA WIAU LAPI

HENDRA S. D. MOKALU
LEMBARAN DESA WIAU LAPI TAHUN 2021 NOMOR Q5




NASKAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
( RKP DESA )

TAHUN 2022

DESA : WIAU LAPI
KECAMATAN : TARERAN
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih
diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa
sesuai Undang — undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa nomor
01 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
kewenangan Lokal Berskala Desa dan dan Permendesa nomor 17 tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di
Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam
pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari
pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuh
kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat,
didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai “sense of
belonging” atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita
laksanakan.

Demikian, semoga apa yang Kita rencanakan akan dapat terlaksana dan

menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Wiau Lapi, 38 September 2021
Hukum Tua Desa Wiau Lapi

Christian-D. V. Karamoy, SE
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa
berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk
dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka
sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang
berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang
berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta
partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan



perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
yakni “Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus
kehilangan jati dir?.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan
mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa,
pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang
karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa
merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan
bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa
tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan
disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam
Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa ditetapkan oleh Hukum Tua selanjutnya diundangkan

dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi




Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
S7);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
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12,

13.

14.

15.

16.

LY.

18.

19.

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
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21

22.

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun
2016 Nomor 3 seri E);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

a.

Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2022 secara

partisipatif adalah sebagai berikut:

a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1
(satu) tahun;

b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;

c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

d) Menetapkan kerangka pendanaan;

e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang berkekuatan hukum tetap;

f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan
di desa; dan

g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Manfaat

a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan

dipadukan dengan program pembangunan supra desa;



e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
dan
f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa

dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA
Proses Penyusunan RKP Desa Wiau Lapi Tahun 2022 dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut:

1.5

1.

Musyawarah Desa untuk membahas Perencanaan Pembangunan
Tahunan akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2022;

2. Hukum Tua mempersiapkan penyusunan RKP Desa Tahun 2022
dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;

3. Melakukan penyelarasan arah Kkebijakan pemerintah Daerah
kabupaten dan provinsi Program Masuk Ke Desa dan mencermati
pagu indikatif Desa;

4. Melakukan pencermatan ulang terhadap dokumen RPJM Desa;

5. Tim penyusun merancang RKP Desa Tahun 2022 yang Dilengkapi
Desain RAB dan DU- RKP tahun 2022

6. Melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati
draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2022;

7. Melaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP
Desa Tahun 2022; dan

8. Melakukan rapat BPD dan pemerintah Desa membahas dan
menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa
Tahun 2022.

SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Wiau Lapi Tahun 2022 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Dasar Hukum.

1.3. Tujuan dan Manfaat.

1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
1.5. Sistematika.

BABII : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi — Misi Hukum Tua.



BAB III

BAB IV

BAB V
LAMPIRAN

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Gambaran Umum Sosial Budaya.
Gambaran Umum Kemiskinan.
Gambaran Umum Ekonomi.

Gambaran Umum Insfrastruktur.

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1

3.2.
3.3.

3.4.

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa
Tahun sebelumnya.

Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan atau kerusahan sosial yang
berkepanjangan.

Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah.

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala
Desa Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Keuangan Desa.

PENUTUP
- LAMPIRAN

1.

Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan
Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.

Dokumen Laporan Hukum Tua atas realisasi RKP Desa
tahun 2021.

Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.

Dokumen Aspirasi Masyarakat.

Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa.

Keputusan Hukum Tua tentang Tim Penyusun RKP Desa.
Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.

Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan

yang Masuk ke Desa.



10.
11.
12,
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.

Gambar Desain Kegiatan.

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Rancangan RKP Desa Tahun 2022

Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2022.

Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan
Daftar Hadir.

Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan
Perbidang Kegiatan.

Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan
RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.

Peta Desa

Dokumentasi Foto Kegiatan



BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen
RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan
yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan
harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Hukum Tua.

Visi-Misi Hukum Tua Desa Wiau Lapi disamping merupakan Visi~Misi
Hukum Tua Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama
masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan
pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan
secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Hukum Tua Desa Wiau Lapi, sebagai berikut : Menuju
Pemerintahan dan Masyarakat Desa Wiau Lapi yang Beriman, Bersatu,
Rukun, Mandiri dan Sejahtera.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang
menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi
Desa Wiau Lapi merupakan penjabaran lebih operasional dari visi.
Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi
setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari
usaha-usaha mencapai visi Desa Wiau Lapi.

Dalam meraih visi Desa Wiau Lapi seperti yang sudah dijabarkan
diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal
maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Wiau Lapi diantaranya:

1. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat desa Wiau Lapi yang
takut akan Tuhan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

2. Memaksimalkan pemerintahan desa/aparat desa yang jujur, adil,
berwibawa, berkreasi serta berdedikasi tinggi dalam pembangunan
desa;

3. Menciptakan kerja sama pemerintah desa denga semua golongan
gereja yang ada serta meningkatkan kerja sama dengan seluruh
lembaga yang ada di desa.

4. Berupaya untuk melakukan lobi dan kerja sama dengan pemerintah
daerah untuk peningkatan sarana perekonomian masyarakat.

5. Mensosialisasikan secaratransparan segala bantuan dana dari
Pemerintah Dearah dan pemerintah pusat kepada masyarakat

6. Mengajak generasi muda untuk berkarya dan menyalurkan bakat dan

minat .



2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA
a. Demogra
Jumlah Penduduk Desa Wiau Lapi berdasarkan Profil Desa tahun
2021 sebesar 974 jiwa yang terdiri dari 512 laki laki dan perempuan
462 jiwa adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk
No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%)
1 Laki-laki 512 Jiwa 53 %
2 Perempuan 462 Jiwa 47 %
Jumlah 974 jiwa 100 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari
tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak
begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

2019 2020 2021
Klasifikasi %

Vsin Kefjeik = | coussoss ] msvssans [sosonae || ssvoaves | ssonmns | aonesas
Angkatan Kerja | ...cocoo [ ceveviis [ eeieiii [ eeneiiis [ eeveeens [ eenanen,

Mebicar Keije | coons lesnmss [woens | seen | s | s

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

b. Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk

peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Wiau Lapi

laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table 3.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan
No. Pendidikan L P Jumlah

1 Tidak Tamat SD 20... P 43...




2 Tamat SD H0. | 8% Ao
3 Tidak Tamat SLTP Ao | 2L XL
4 | Tamat SLTP Fer. | B9 15k
5 Tamat Akademi / PT ql.... | . 4%... i

Jumlah 24... | Zle. F4..

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

c. Kesehatan
Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat

Desa Wiau Lapi, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan
URAIAN 2019 | 2020 | 2021
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan | ........ | ool | ceeeaie.
Angka Kematian Bayi (IMR) | ... | 1

Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)

Cakupan Imunisasi

Balita Gizi Buruk

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN
Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa

Wiau Lapi sejumlah : 313 KK, yang tersebar hampir merata di 4 Jaga

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI
a. Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil

pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari
data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan
dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan

kontribusi sektor

ekonomi Desa Wiau Lapi dapat dilihat dalam table S.



Tabel 5

Pertumbuhan Ekonomi

Desa ....... l/ ................. Tahun 2020
PDRB (RP) Laju
Tahun Harga Harga Pertumbuhan
Berlaku Konstan %
2021
2020
2019

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

b. Potensi Sumber Perekonomian
Tabel 6
Potensi Hasil Pertanian

i i Produksi / Tahun
2019 2020 2021
1 | Tanaman Pangan
Padi J... ha J)..... ha J. ha
Jagung J4... ha ./<... ha .If... ha
Uyt @ | sseses A | s ha | e ha
2 | Buah Buahan
Mangga | ... ha | ........ DE | e ha
3 | Perkebunan
Kelapa .2€0.. ha Q¢a.. ha ..200. ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

Tabel 7
Potensi Peternakan dan Perikanan
No Kamoditen Produksi / Tahun
2019 2020 2021
1 | Peternakan
Sapi S volwes | P
Kertbau == |  ceevescere | emesesesse | esssescees
Kambine @ ] cssesies | semramss | essseasess
Ayam Lese.. - 3666 2900,
2 | Perikanan
KerambBa: == == = (| 2 cceessas | sevenses | sesseesas
Tambak B e | e L. | L & s
Empang === swssesss | sesesesses | cesesissses




2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di

Desa Wuwuk sebagai berikut:

Tabel 8

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No

Uraian

Kondisi

Baik (M)

Rusak
(M)

Jumlah Panjang

Jalan

Jalan Desa

Aspal

Makadam

..........

Tanah

..........

Jalan Antar Desa

Aspal

----------

Makadam

Tanah

----------

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021




Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No Uraian ent Jumlah
Baik Rusak
1 | SaluranPrimer = | sswsss | s | assessaa
Saluran'Slaander |  soseses: | ssesasess | eesasesses
3 |[Saluran Tersier |  .coceeer | ciiiiiees | e
Sumber Data Profil Desa Tahun 2021
Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Permukiman
No. Uraian 2019 2020 2021
Rumah Tidak Sehat (Q... KK A0.KK | 10..KK
2 | Rumah Tidak Layak Huni 2. unit | .2.. unit | ..5.. unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021




BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-
mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan
makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah.
Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah
dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta
tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi
permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat
efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada
akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus
mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan
situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya
alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara
lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya
lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2022 permasalahan Desa Wiau Lapi
dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4

(empat) aspek, sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN
SEBELUMNYA
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui
analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat
dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2021 dengan implementasi
pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut
diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP
Desa Tahun 2021 melaksanakannya secara maksimal dengan tidak
bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa
Tahun 2021 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan

kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan APB Desa.



3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

3.3.

Berdasarkan Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor 7 Tahun 2012 tentang
RPJM Desa Wiau Lapi tahun 2013 - 2018 prioritas masalah yang harus
diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci
permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam
RPJM Desa Tahun 2012-2021 dilaksnakan dengan baik dan
maksimal.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat

Lainnya

IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai

permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh
bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi
akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan
analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat,
ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh
pemerintah Desa. Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyaknya Jalan Perkebunan yang susah untuk dilalui
sehingga perlu adanya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
Kebun.

2. Masih kurangnya fasilitas air bersih sehingga perlunya diadakan
penambahan volume air bersih.

3. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan
air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya
peninggian atau Pembangunan.

4. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari
kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.

5. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas
curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk
menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi

masyarakat.



3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH
RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga
memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari
evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP
Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun
berikutnya.
Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan
Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
I. BIDANG EKONOMI
Pengembangan BUMDesa
Pembangunan Pasar Desa

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi

-l -

BLT dan Operasional Penanggulangan COVID-19

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
Siltap/Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD
Operasional Pemerintah Desa dan BPD
Pemberdayaan LKD

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa
Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan

A WD =

Pembangunan/Pemeliharaan Air bersih



BAB 1V
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Wiau Lapi yang tersusun
dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai
permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas.
Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk
menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan
keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat,
seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan
demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat
berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Wiau Lapi
secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA

TAHUN 2022

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

a) Sistem organisasi masyarakat desa;

b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
d) Pengelolaan tanah kas Desa;

e) Pengembangan peran masyarakat Desa

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Operasional Perkantoran
Operasional BPD

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

aoA W N

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan

Perlengkapan Kantor)

6. Pengadaan Pakaian Dinas ( Pakaian Batik dan Baju olah raga
Perangkat Desa)

7. Sosialisasi Peraturan desa

8. Penyelenggaraan Pemilihan Hukum Tua

9. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan
Keuangan Desa

10.Pembinaan Adminitrasi Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah

Desa



b)

d)

11.Penyusunan Laporan Keeuangan Desa

12.Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPD

13.Rapat - rapat Paripurna

14.Penyediaan Barang dan Jasa BPD

15.Rapat Koordinasi Perangkat Pemerintah Desa

16.Koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten

17.Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengutan
Desa

18.Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

19.Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDes

20.Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggung
Jawaban APBdes

Bidang pelaksanaan pembangunan:

1. Pembangunan Jalan Desa

Pembangunan Jalan Usaha Tani

Pembangunan Jembatan

Pembangunan Talud Penahan Tanah

Penyususnan Profil Desa

Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu

oo ok oo

Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa
(Poskamling)

8. Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD

9. Pengembangan Desa Wisata

Bidang pembinaan kemasyarakatan:

1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa
3. Fasilitasi TP PKK

Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

1. Penyelenggaraan Musrenbang Desa

2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggng jawaban

4. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintah Desa

5. Bulan Bhakti Gotong Royong

6. Selamatan Desa

7. Lomba Desa

8. Pengadaan sarana dan prasarana tehnologi tepat guna



4.2.

4.3.

BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam
RPJM Desa Tahun 2013-2018 dengan memprioritaskan tentang

pengembangan kesenian Desa, seperti Maengket dan lain-lain.

BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima)
bidang kegiatan yang meliputi:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat

Lainnya.

. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa
/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan
yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Wiau Lapi tetapi
pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan
pertama Kkegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan
kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu
membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara
sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun
prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis
belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan
tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi
Peserta Desa Wiau Lapi yang dipilih secara partisipatif pada forum

Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua.



Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :
I. BIDANG EKONOMI
Penyertaan Modal BUMDes
Pengembangan Desa Wisata
Ketahanan Pangan Pertanian
PKT Peternakan, Perikanan
BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa

2 oo
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Tunjangan Hukum Tua dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD

Tunjangan Staf Desa

Operasional Pemerintah Desa

Operasional BPD

Premi Asuransi (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)

Pemberian Makanan Tambahan

il BT S

Pengembangan Sosial Budaya Desa

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Pembangunan Talud SDGP

Pembuatan Jalan Lokasi Wisata

Jembatan Jalan Kapaya

Pembangunan Jalan Paving

gh R L o e

Peningkatan Jalan yang dirintis

4.5. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa
merupakan keseluruhan  kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan
pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih
mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai
peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan

mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka



setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif
dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan
lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk
penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember.
a. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan
pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan
desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan
potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana
Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga

dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Wiau Lapi Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp. 1.262.690.720, yang bersumber dari:

No Uraian Jumlah
1 | Pendapatan Asli Desa Rp.
a. Pengelolaan BUMDesa Rp. 0;
2 | Dana Desa bersumber APBN Rp. 752.943.000;
3 Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Rp. 14.294.000;
Daerah Kabupaten
4 | Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 395.453.720;
Bantuan Keuangan dari Kabupaten Rp.
a. Dari Pemerintah Rp. 0;
b. Dari Pemerintah Provinsi Rp. 0;
c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP) Rp. 100.000.000;
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 0;
7 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 0;
Jumlah Rp. 1.262.690.720




b. Belanja Desa
Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1) Pagu Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan Desa sebesar

65 %
No Bidang Jumlah
1. | Pembangunan Desa Rp. 258.712.560
2. | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. 23.550.440
3. | Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 35.080.000
4. | Penanggulangan Bencana Rp. 435.600.000
Jumlah Rp. 752.943.000

2) Operasional penyelanggaraan pemerintahan desa sebesar 35 %

No Bidang Jumlah
Penyelenggaraan Pemerintahan
i Rp. 395.453.720
Desa
Jumlah Rp. 395.453.720

c. Pembiayaan
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2) Pencairan Dana Cadangan;
3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4) Penerimaan Pinjaman
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1) Pembentukan Dana Cadangan;
2) Penyertaan Modal Desa dan;
3) Pembayaran Utang;



BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya
ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan
masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh
komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian
desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara
proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan

dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Wiau Lapi
Pada tanggal : 86 September 2021
Hukum Tua Desa Wiau lapi
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PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
S\ KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

Alamat : Jl. Desa Wiau Lapi Jaga 1 Kode Pos 95353

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKPDes TAHUN 2022
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Penyusunan RKP di Desa Wiau lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa

Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari / Tanggal . Ig - ASustuc 2021
Jam : 08.30 WITA s/d selesai
Tempat ; Kantor Desa Wiau lapi

telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh Hukum Tua, unsur perangkat desa,
BPD, LPM, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam -musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan

musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik
Rancangan Penyusunan RKPDes desa Tahun 2022

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Rapat :  Johanis Z. Rantung, S,Pd ( Ketua BPD )
Sekretaris / Notulis
Narasumber § 1. Christian D. V. Karamoy, SE
2. Yeanne Rompas, ST ( Pendamping Desa PDTI )
3.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas,selanjutnya seluruh peserta
musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah
desa dalam ﬁngka penyusunan RKPdes Yaitu :

- J!

danﬁ-%w\anﬁ and alkan O anggackan Weloly,

o %\damﬂ ?szwx\ymﬁumm Vesan .



...............................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau lapi, [q - Aguckug 2021

Wakil Masyarakat

NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN

L. [P Diana faik Joga T

L

2 % cﬁ?p\.\.fa $3D /

3 | pfy oo e T | i

| Mengetahui
Hukum 'T‘ua, Desa Wiau Lapi




RISALAH RAPAT

Hari / Tanggal : 18- Aguctus - 203
Waktu Pelaksanaan : 08.30 Wita s/d selesai
Tempat : Kantor Desa wiau lapi
Materi Rapat : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa T.A 2022
Pimpinan Rapat 1. Kesua D AOwaas 2. ’Dsa;c(\%urwsl <Pd
2
ISI

1. Pembahasan

Da&awt t\ﬂusl’awamh ’Peh‘ju&kma‘ﬂ RenCan a

Kocga Pemecindah Doca T A dosn . delak

...........................................................................................................

.......................................................................................................
...........................................................................................................
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...........................................................................................................
..............................................................................................

4 Bdaeng Yambecdagaan  Nasqacaal

...........................................................................
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............................................................................................................
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................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

Hucum  tua Howmoe (I Tabhuw 20%
Paca  ¥angoal 30 - Juli- 409
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........................................................................................................................

T-A& 2022 akan oW Ahgcym\gom A Perencanaan

....... \adegan  mada\ul  Aansacon  Boast  Dana Dese

- Nukawacan  Dgsa %

o Rencana  Dakdar us\an  acan O\ Danes. . lowoals

........................................................................................................................

...................................................................................................................

Wiau lapi, [9- AGuck,s 2021

PIMPINAN RAPAT

KETUA BPD NOTULIS / SEKRETARIS

e

JOHANIS Z. RANTUNG, S.FX

DENNY WAROTITJAN, SE
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DOKUMENTASI PENYUSUNAN
RKPDes T.A 2022




KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DAFTAR HADIR MUSDES PENYUSUNAN RKPDe¢ .

Desa T.A 2022

Hari / Tanggal : \@ Aductys 2091

Jam 0. oo Wita 5/@ Selegar

Tempat : Kantor Desa Wiau lapi

TANDA
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MINAHASA SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN

DESA WIAU LAPI

No
Lamp
Perihal

Wiau-Lapi, 19 Agustus 2021

000/ Y& /WL / VilI- 2021 Kepada yth.
|- 1.Perangkat Desa

: Undangan Rapat 2.BPD

3.Staf Desa

4. LPM

5.Toga

6.Tomas

7.Kader

8.BumDes

di
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pemerintah Desa dibidang
Pembangunan , Pemberdayaan dan Sosial Kemasyarakatan. Maka akan
dilaksanakan Musyawarah Desa . Untuk itu diundang kepada
Bapak/Ibu/Saudara-l, untuk hadir dalam musyawarah yang akan

dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat , 20 Agustus 2021
Tempat . Kantor Desa
Jam . 08.30 wita s/d selesai

Dengan agenda rapat :

- Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes 2022
- Musyawarah Desa Review Penerima KPM BLT DD T.A. 2021

Diharapkan hadir tepat waktu

Demikian undangan ini di sampaikan untuk menjadi perhatian kita semua,

Atasnya disampaikan terima kasih.

Hukum ua

CHRISTMAN D.V KARAMOY, SE

NfP 19700111 200801 1009



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN

DESA WIAU LAPI

Wiau lapi, 16 Agustus 2021

No :"56/[&)11/\“11 -202\ Kepada Yth :
Lamp ‘-

Perihal : Undangan Rapat Di. Tempat
Syallom.......

Sehubungan dengan pelaksanaan program tahapan perencanaan tahun 2022, maka harus
diawali dengan pencermatan kembali apa yang menjadi program perencanaan pembangunan
desa tahun 2022, untuk itu kita diundang untuk hadir dalam pembahasan daftar usulan dan
rancangan RKP Desa pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 18 Agustus
Jam : 09.00 wita
Tempat : Kantor Desa

Demikian undangan ini dibuat , atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

“Hukum

Christiaj{ D. V. Karamoy, SE



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN

DESA WIAU LAPI

DAFTAR HADIR

No Nama Jabatan/Unsur dari TTD
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PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN

DESA WIAU LAPI

Alamat : JI. Winerungan Jaga Il Kode Pos 95953

BERITA ACARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ( MUSRENBANGDes )
PENYUSUNAN RKPDes TAHUN 2022

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran
Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada :

an

Hari / Tanggal : Jumat, 24 September 2021
Jam : 0. o0 WITA s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Wiau lapi

Telah diadakan acara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( MUSRENBANGDes )
RKPDes Tahun 2022 yang dihadiri oleh Hukum Tua, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil
kelompok masyarakat, Pendamping Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini, serta yang
bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik
1. Rancangan RKP Desa Tahun 2022 yang berisi Prioritas Program dan kegiatan yang didanai
lewat :
- Pagu Indikatif Desa ;
-  PADes ;
- Swadaya Masyarakat Desa ;
- Bantuan Keuangan dari pihak ketiga;
- Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Propinsi Sulawesi
Utara

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Christian D. Karamoy, SE (Hukum Tua)
Sekretaris / Notulis : Hendra S. Mokalu
Narasumber : 1. Johanis Z. Rantung, S.Pd ( Ketua BPD )

2. VWY SUMENDAP . S. 51
3.1 felly SumAkuL

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka Penyusunan
RKP Desa yaitu :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Tunjangan BPD

Operasional Pemerintah Desa

Operasional BPD

Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua
Penyusunan Profil Desa

Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, LKPD, LKPJ
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

[

im ey ;B 0o

in



B. Bidang Pembangunan Desa :

1. Peub an gun an Tﬁ"lu"t 50 Gp

2. FPemb angunan /bengmbanﬂan ﬁzsa Wisat a

A \jﬁlmba%ah jatan \CﬂPﬂ)’a e (‘U’\j\u“’\

:- f\n \cq\uuj m\Cu\qu L Pero Pambecahan N ataa )

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

1. Rzg\qiqn Dembmagn M?zmudm 0
/Piﬂ‘]’i en  Poc lwamanan Desy
P@n—gdmgarmn \dcicnifam ay G \Q'k@‘” Nban

o

@

D. Bidang Pemberdayaaan Masyarakat Desa :

. Pdakihau\ \DQ\OWPO\C quqmpuqn L Eonowt Proz\uth“f)

1
2. Pelabhen R P4WMDes

3. '?a,l ¢ dhawn P‘:U moES

4. Pl Fhan NApgR  Dan  QuT\1OC

5. f])a.kc\&\\aom .p{_mnﬂ\w\# an  Hapasidas Povecint aln Distan

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa :
1. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) DD
2. Operasional Penanggulangan Bencana Alam
3. Operasional Penanggulangan Bencana Non Alam

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wiau lapi, 2::{ September 2021

\k}‘ghanis Z./Rantung, S. Pd Christian D. Maramoy, SE
/,:‘I , : - 4 - \
\\‘ Mengetahui / Menyetujui
Wakil Masyarakat &

AL D'.O‘YW’ ralK




NOTULEN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ( MUSRENBANGDes )
PENYUSUNAN RKPDes TAHUN 2022
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DAFTAR HADIR

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ( MUSRENBANGDes )
PENYUSUNAN RKPDes TAHUN 2022

Hari / Tanggal : Jumat, 24 September 2021

Jam : \0.00 WITA s/d selesai

Tempat : Kantor Desa Wiau lapi
No NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN
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PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

No
Lamp
Perihal

Wiau-Lapi, 23 September 2021

000/ 066 /WL /IX -2021 Kepada YTh.
Perangkat Desa
BPD

Staf Desa

LPM

Tokoh Agama

: Undangan Rapat

U

Tokoh Masyarakat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pemerintah Desa di tahun
2021, maka akan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa ( MUSRENBANGDes ) RKPDes Tahun 2022 dan Penetapan daftar
usulan perioritas RKPDes Tahun 2022, untuk itu diundang kepada
Bapak/lbu/Saudara-l, untuk hadir dalam musyawarah yang akan

dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 September 2021
Tempat : Kantor Desa
Jam : 10.00 wita s/d selesai

Dengan agenda rapat .

- Pembahasan Perioritas usulan untuk tahun 2022
- Penetapan Perioritas usulan oleh BPD

- Program lainnya

Demikian Undangan ini di sampaikan untuk menjadi Perhatian kita semua,

Atasnya di sampaikan terima kasih.

Hukum Tua

CHRISTIAN D. V. KARAMOY, SE



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
( MUSRENBANGDes )

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
( RKPDes )




PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN

DESA WIAU LAPI

Alamat : JI. Winerungan Jaga III Kode Pos 95953

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RKP DESA TAHUN 2022

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Wiau Lapi Kecamatan

Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari / Tanggal : A0 Sep.&gm\)@r 2021
Jam :  10.p0 WITA s/d selesai
Tempat :  Kantor Desa Wiau lapi

Telah diselenggarakan rapat pembahasan Perencanaan Pembangunan Desa (
MUSRENBANGDes ) dalam Penyusunan RKPDes Tahun 2022 antara Pemerintah Desa
dan Badan Pemusyawaratan Desa menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP
Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa, Yang juga dihadiri oleh Perwakilan
Pemerintah Kecamatan Tareran, Wakil — wakil masyarakat Desa serta unsur lainnya
yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana yang tercantum dalam
lampiran daftar hadir
Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan rapat dan narasumber adalah :
A. Materi atau Topik
Pembahasan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP desa Tahun
2022 menjadi Peraturan Desa Tentang RKP Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Johanis Z. Rantung, S. Pd ( Ketua BPD )
Sekretaris / Notulis : Denny Worotitjan, SE ( Sekretaris )
Narasumber

L VIVIEN. Sumendap. S-1P

qusm_ Pemerintahan Umum Dan qu“\:ﬁﬂ&hmf\
2. CHRUSDAN DV . CARAMDT, SE

L Rukuwm Tua) -

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya BPD dan
Pemerintah Desa memutuskan dan menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2022
menjadi Peraturan Desa seperti terlampir dalam Berita Acara ini yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Berita Acara ini.




Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-t

Chnsnan D] .Karamoy, SE
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RISALAH RAPAT

Hari / Tanggal : Lasas 9o Sepfuvbee - 2pal
Waktu Pelaksanaan : 19.00 Wita s/d selesai
Tempat : Kantor Desa wiau lapi

Materi Rapat : Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa T.A 2022

Pimpinan Rapat 1. Johan s 7. D-o'n&:ung , SR .
2. ugan DU \Péalf‘a\h’lo-j‘ CE
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PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN

DESA WIAU LAPI

Alamat : Jl. Winerungan Jaga III Kode Pos 95953

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal
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PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
S (< KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Wiau-Lapi, 2 September 2021

No : 000/ 067 /WL/IX-2021 Kepada YTh :
Lamp - - HUKUM TUA
Perihal  : Undangan Rapat - Anggota BPD

- Perangkat Desa

Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pemerintah Desa di tahun
2021, maka akan dilaksanakan Musyawarah Desa ( MUSDES ) Penetapan
Prioritas Usulan RKPDes Tahun 2022 , untuk itu diundang kepada
Bapak/lbu/Saudara-l, untuk hadir dalam musyawarah yang akan

dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kot .+ 30 September 2021
Tempat . Kantor Desa
Jam 2 wita s/d selesai

Dengan agenda rapat :

- Pembahasan Perioritas usulan untuk tahun 2022
- Penetapan Perioritas usulan oleh BPD

- Program lainnya

Demikian Undangan ini di sampaikan untuk menjadi Perhatian kita semua,

Atasnya di sampaikan terima kasih.

JOHANtSZRAN UNG, S.Pd



DOKUMENTASI
PENETAPAN RKPDes PERIORITAS PEMBANGUNAN




PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WIAU LAPI

KEPUTUSAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DESA WIAU LAPI
NoMOR 0. TAHUN 2021

TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RKPDES DESA WIAU LAPI
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat desa;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021
termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian
sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
alam huruf a dan huruf b, perlu disepakati penetapan
Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah

Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintang nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 yang
merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

10.

1.

12.

13-

14.

195,

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 Nomor );

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor Tahun 2020
tentang Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 45);
Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018
Nomor );

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana
Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor  );
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wiau Lapi (Lembaran
Desa Wuwuk Tahun 2019 Nomor 1);

Hasil Rapat Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan
Pemerintah Desa tanggal September 2021 Perihal
Pembahasan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Wiau Lapi
Tentang RKPDes Desa Wiau Lapi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDes
Desa Wiau Lapi Tahun Anggaran 2022 untuk diajukan dan

dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

rrrmtials calarmiiitmara alran Aitatanlran moeninds Daratiiras Tiaen



KEDUA

KETIGA

RKPDes Desa Wiau Lapi secara terperinci terlampir dalam
Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun 2021.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Wiau Lapi
Pada tanggal : 30 52{)#‘2*\/1[:;‘{(* 2021




DAFTAR HADIR
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG RKPDES DESA WIAU LAPI TAHUN ANGARAN 2021

Hari/Tanggal . Kams. 30:.Sepksnber - 200
Tempat . Kantor Desa Wiau Lapi
NOMOR NAMA JABATAN et

1 2 3 4
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Wiau Lapi, 70 Septambser 2021
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JOHANIS Z. RANTUNG, SPd




PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN KECAMATAN TARERAN

Menimbang

Mengingat

DESA WIAU LAPI

KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2022

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,

bahwa Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa,
pemerintah Desa akan melaksanakan tahapan yang meliputi
penyusunan Perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP
Desa, sehingga perlu menetapkan Tim Penyusun RPJM Desa dan
RKP Desa;

bahwa anggota tim penyusun perubahan RPJM Desa dan RKP Desa
terdiin Hukum Tua selaku pembina, sekretaris Desa selaku
ketua, Kepala Urusan Perencanaan selaku sekretaris; dan
anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga
pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat
Desa, dan unsur masyarakat lainnya, dengan jumlah tim 7
(tujuh) orang.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Hukum
Tua tentang Penetapan Tim Penyusun Reviu RKP Tahun 2020.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara republic
Indonesia Nomor 5717 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2021 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;

b. pengkajian keadaan Desa;

c. penyusunan RKP Desa tahun 2022.

Dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun RKP Desa
bertanggung jawab kepada Hukum Tua.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja desa Wiau lapi tahun 2021.

keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wiau lapi
Pada tanggal : 30 Juli 2021




Lampiran Keputusan Hukum Tua Desa Wiau lapi

Tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022

Nomor : ¥¥ Tahun 2021

Tanggal 30 Juli 2021

No Nama Jabatan /Unsur dari Kedudukan TIM
1. | Hendra S. Mokalu Sekretaris Desa Ketua
2. | Recky Lamia Unsur LPM Sekretaris
3. | Refly Wurangian Perangkat Desa Anggota
4. | Novi Oroh TOMAS Anggota
5. | Olga Sumendap Wakil Perempuan Anggota
6. | Christin Lasut Karang Taruna Anggota
7. | Sandy Winerungan Kader Desa Anggota
8 | Jene Manengkey Perangkat Desa Anggota
9 | Joen Rawung Perangkat Desa Anggota




